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PENETAPAN
Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ut]
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan terhadap perkara cerai talak antara:
PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Sido Dadi, 12 September 1993,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Petani, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Zabri Hasibuan, S.H. Advokat yang beralamat
di Jalan Rambutan, Pematang Padang,
Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024,
sebagai Pemohon;
Lawan
TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Mendung, 27 Januari 1997,
Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada
tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal
06 Mei 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pujud, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/04/V/2018.
tertanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua
Termohon di Kepenghuluan Kasang Bengsawan, Provinsi Riau, lebih
kurang 3 tahun, sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Termohon sudah
melakukan hubungan badan layaknya suami istreri (ba’da dukhul);

5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1
orang anak yang bernama Milka Azzahra Putri binti Dedi Hartono, umur 5
tahun;

6. Bahwa sejak awal menjalani hubungan rumah tangga tersebut pada
tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul
perselisihan dan percekcokan, Persoalan dalam rumah tangga Pemohon
dan Termohon yang diantaranya:

6.1. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan;

6.2. Termohon suka membantah perkataan Pemohon setiap kali dinasehati;
6.3. Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

6.4. Termohon suka mengumbar aib keluarga dimedia sosial;

6.5. Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai;

6.6. Termohon suka perhitungan dalam persoalan keuangan;

7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada
bulan April 2022, ketika Termohon tidak mau membagi hasil panen dari
kebun sawit yang ditanam oleh Pemohon diatas tanah orang tua
Termohon, sehingga akhirnya karena persoalan tersebut Pemohon
memutuskan untuk berpisah;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah Termohon di
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Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon tinggal dan menetap
dirumah Pemohon di Kepenghuluan Kasang Bengsawan, Kecamatan Pujud,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10.Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain
untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada
Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan
perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan
sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan
akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga, sebagaimana
disebutkan dalam kaidah Figh. “Kemudlaratan/kesulitan itu harus
dilenyapkan” (As-Suyuthy Al- Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi
Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-
kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia

Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk

memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar
keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepad Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu Raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Hakim Pengadilan
Agama Ujung Tanjung;

3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
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Pemohon mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, karena telah dipanggil secara resmi namun tidak
patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat
kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama
Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu
Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi
Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya
ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan ingin mencabut
permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon ingin mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua
atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal
ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan
Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan

adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka
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patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas
sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Hukum kepada
advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam
maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai
dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus
Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus
sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun
1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon
beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon hadir di persidangan ingin
mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-jinawab, untuk itu maksud
Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
permohonan dari Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
797/Pdt.G/2024/PA.Utj dari Pemohon;
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Penutup
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh H. Sanuwar, S.H.l., M.H. sebagai
Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.l. dan Putra Irwansyah, S.Sy.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd Ttd
Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.1. H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd
Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran © Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 40.000,00
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5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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